
  
 

PEMERINTAH KOTA BLITAR 
  

 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR 
 

NOMOR 11 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR  7 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA BLITAR  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BLITAR, 

 
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – 

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

maka daerah dipandang perlu membentuk Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil ; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Kota Blitar sudah tidak 

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

maka dipandang perlu untuk dirubah ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah ; 

Mengingat : 
 
 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ 

Tengah/Barat ; 

  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ; 
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  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4438) ; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tigkat II Blitar (Lembaran 

Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor  

3243) ; 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4593); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4736); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007   Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara  

Nomor 4737 ); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007   Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4741 ); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008   

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara  Nomor 4817 ); 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR 

 

Dan 
 

WALIKOTA BLITAR, 
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  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2008 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA 

BLITAR 

   

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 

Tahun 2008  tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota 

Blitar ( Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D) diubah 

sebagai berikut : 

  1. Ketentuan Pasal 2 angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah. 

a. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j angka 4 diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 

a) Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan 

Anak, Pengangkatan Anak; 

b) Seksi Perkawinan dan Perceraian. 

b. Lampiran Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Blitar, diubah 

sebagaimana Lampiran Peraturan Daerah ini. 
 

 Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Blitar. 

 
 Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 8 Desember 2010 

WALIKOTA BLITAR, 
 

Ttd. 
 

MUH. SAMANHUDI  ANWAR 
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Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 8 Desember 2010 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 
 
                              ttd. 
 
                        Ichwanto 
 
LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010  NOMOR 11 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
              Kepala Bagian Hukum 
 
 
 
                   P.R. Prabandari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


